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    BUPATI SUMEDANG
   PROVINSI JAWA BARAT 

   PERATURAN BUPATI SUMEDANG

 NOMOR          TAHUN 2024
 
TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang
	: 
	a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumedang, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman, sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar khususnya di kawasan kumuh;
b. bahwa untuk menciptakan lingkungan yang layak huni, sehat, dan produktif, perlu adanya kebijakan dan program peningkatan kualitas kawasan kumuh secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh di Kabupaten Sumedang.


	Mengingat
	:

	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten  Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

                                                          2. Undang-Undang…

2. [bookmark: _Hlk86067540]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
7. Keputusan Bupati Nomor 122 tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumedang                                                     

	
	
	


               MEMUTUSKAN:
                      
	Menetapkan

	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG  PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH SECARA TERPADU, TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SUMEDANG  
                                                                    
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

	
	
	1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kkewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Sumedang.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.                                             
7. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu  Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya yang melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Kawasan Kumuh adalah lingkungan permukiman yang memiliki ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan yang tinggi, aksesibilitas terbatas, serta minim infrastruktur dasar.
12. Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur, tata bangunan, dan kualitas lingkungan di kawasan kumuh.
13. Terpadu adalah   menggabungkan beberapa stakeholder menjadi satu kesatuan yang berfungsi secara harmonis, namun masing-masing bagian tetap mempertahankan identitas dan peran spesifiknya.
14. Terintegrasi adalah  menggabungkan beberapa stakeholder menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu, sehingga batas antara bagian-bagian tersebut menjadi kabur atau hilang.
15. Berkelanjutan adalah upaya yang dilakukan agar peningkatan kualitas kawasan kumuh dapat terus berlanjut tanpa merusak lingkungan.                                        


	
	
	BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

	
	
	(1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk menyediakan kerangka hukum dan pedoman pelaksanaan dalam rangka meningkatkan kualitas kawasan kumuh di Kabupaten Sumedang secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(2) Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang layak huni, sehat, dan produktif bagi masyarakat, dengan pendekatan yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, serta menekankan partisipasi aktif masyarakat.                                                   

	
	
	Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3
 Tujuan program  Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Secara Terpadu, Terintegrasi Dan Berkelanjutan Di Kabupaten Sumedang  adalah: 
a. meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di kawasan kumuh sehingga memenuhi standar lingkungan yang layak huni;
b. menciptakan kawasan permukiman yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat; 
c. mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan peningkatan kualitas kawasan kumuh agar dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan;
d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan kawasan yang telah ditingkatkan kualitasnya; dan
e. mendorong terciptanya kerja sama yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam upaya penanganan kawasan kumuh.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4
Sasaran dari Peraturan Bupati ini adalah:
a. kawasan kumuh di Kabupaten Sumedang yang memenuhi kriteria kawasan kumuh berdasarkan ketidakteraturan bangunan, kepadatan tinggi, aksesibilitas terbatas, dan minimnya infrastruktur dasar;
b. masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh, agar dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik melalui peningkatan akses terhadap fasilitas dan infrastruktur dasar;
c. para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, serta masyarakat setempat, untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan kawasan kumuh;
d. terwujudnya keberlanjutan program peningkatan kualitas kawasan kumuh melalui sistem pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat secara langsung.


	
	
	BAB III
SKEMA PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH

Pasal 5
Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kabupaten Sumedang dilaksanakan melalui skema sebagai berikut:
1. Identifikasi dan Penetapan Kawasan Prioritas
a. Melakukan survei dan pemetaan kawasan kumuh berdasarkan kriteria ketidakteraturan bangunan, kepadatan, aksesibilitas, serta minimnya infrastruktur. 
b. Menetapkan skala prioritas kawasan kumuh untuk segera ditangani berdasarkan hasil survei serta data dari instansi terkait.
2. Perencanaan Peningkatan Kualitas Secara Terintegrasi
a. Melibatkan dinas terkait, sektor swasta, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan peningkatan kualitas kawasan kumuh. 
b. Menyusun rencana induk terintegrasi untuk perbaikan infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk aspek kesehatan dan pendidikan.
3. Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Secara Terpadu
a. Melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, penyediaan air bersih, dan sanitasi. 
b. Revitalisasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni. 
c. Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan edukasi pengelolaan sampah mandiri. 
d. Pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. 
e. Penguatan kelembagaan masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk menjaga keberlanjutan kawasan yang telah ditingkatkan.
4. Pengawasan dan Evaluasi Berkala
a. Pengawasan rutin oleh dinas terkait untuk memastikan kualitas infrastruktur dan keberlanjutan program. 
b. Evaluasi program secara berkala untuk mengukur dampak dan perbaikan kualitas kawasan kumuh serta pelaporan tahunan kepada Bupati. 
c. Penetapan indikator keberhasilan seperti peningkatan kualitas lingkungan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan yang telah ditingkatkan.
5. Pembiayaan Berkelanjutan
a. Pembiayaan bersumber dari APBD Kabupaten Sumedang, APBN, provinsi, dan kontribusi pihak ketiga yang sah. 
b. Kerja sama pendanaan dengan pihak swasta, hibah internasional, serta CSR untuk mendukung program peningkatan kualitas.
c. Kontribusi masyarakat melalui skema gotong royong atau tabungan komunitas.
6. Partisipasi Masyarakat dan Edukasi Berkelanjutan
a. Edukasi terkait pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah dan pemeliharaan infrastruktur. 
b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan dan pengawasan hasil pembangunan.
c. Melaksanakan program kesadaran sosial seperti gotong royong mingguan, kampanye lingkungan sehat, dan pembangunan komunitas sadar lingkungan berkelanjutan.
7. Pelaksanaan Program Percontohan
a. Menyusun pilot project di satu kawasan kumuh sebagai model yang dapat direplikasi di kawasan lainnya. 
b. Pemberian insentif kepada masyarakat yang berhasil mengelola kawasan dengan baik dalam bentuk penghargaan desa/kelurahan sehat dan bersih. 
c. Menggunakan teknologi pemantauan lingkungan yang memungkinkan masyarakat melaporkan permasalahan secara real-time.


	
	
	BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 4
(1) Dinas terkait wajib menyusun rencana penanganan kawasan kumuh secara terpadu dengan melibatkan instansi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
(2) Program peningkatan kualitas kawasan kumuh meliputi: 
a. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur dasar, seperti proteksi kebakaran, drainase lingkungan, bangunan gedung, jalan lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan sistem penyediaan air minum; 
b. Penguatan kelembagaan masyarakat untuk keberlanjutan program.

Pasal 5
Pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan kumuh dilakukan dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan.


	
	
	BAB V
PERAN DAN FUNGSI
Pasal 6

Untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Secara Terpadu, Terintegrasi Dan Berkelanjutan Di Kabupaten Sumedang, berikut stakeholder yang memiliki peran sesuai dengan kewenangannya :

(1) Perencanaan dan sosialisasi dilaksanakan  oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan  pemerintahan di bidangnya.
(2) Penyediaan dan peningkatan kualitas bangunan gedung dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan  pemerintahan di bidangnya.
(3) Penyediaan dan peningkatan kualitas drainase lingkungan dilaksanakan oleh  perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidangnya.
(4) Penyediaan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidangnya.
(5) Penyediaan dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah dilaksanakan  oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan  pemerintahan di bidangnya.
(6) Penyediaan dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah dilaksanakan  oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan  pemerintahan di bidangnya.
(7) Penyediaan dan peningkatan kualitas air minum dilaksanakan  oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan  pemerintahan di bidangnya.
(8) Penyediaan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran dilaksanakan  oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidangnya.
(9) Pendataan dan updating data dilaksanakan  oleh perangkat daerah dalam tingkatan desa/kelurahan.
(10) Peran dan fungsi perangkat daerah yang terlibat dijabarkan dalam lampiran dari peraturan bupati ini.




	
	
	BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7
(11) Pembiayaan pelaksanaan program peningkatan kualitas kawasan kumuh dibebankan pada APBD Kabupaten Sumedang dan dapat bersumber dari bantuan pusat, provinsi, serta pihak ketiga yang sah.
(12) Dinas terkait harus memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan program secara berkesinambungan.


	
	
	BAB VI
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7
(1) Dinas terkait wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan kumuh dan melaporkannya secara berkala kepada Bupati. 
(2) Evaluasi program dilakukan secara berkala guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program dalam jangka panjang.


	
	
	BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8
Masyarakat di kawasan kumuh berperan aktif dalam: 
a. Perencanaan dan pelaksanaan program; 
b. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun; 
c. Sosialisasi dan edukasi terkait dengan upaya peningkatan kualitas kawasan.


	
	
	BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

	
	
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.




                                                                  Ditetapkan di Sumedang
                                               pada tanggal

                                                                           BUPATI SUMEDANG,




                                                                          








Diundangkan di Sumedang
pada tanggal  
      
   SEKRETARIS DEARAH
KABUPATEN SUMEDANG,
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